
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerin tah N omor 12 Tah un 201 9 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat 
Pergeseran Anggaran Pasal 163 dan Pasal 164 dan 
Sebagaimana dimaksud BAB VI.D.1.2 Lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

bahwa sehubungan dengan terbitnya surat dari 
Kemendagri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ 
tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan 
Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 
2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT 
Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek 
dan Kemenkes, Surat dari Gubernur Jambi Nomor 
900/ 1335/BPKPD/2022 tentang Pemberitahuan 
Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada 
Desa/ Kelurahan Tahun Anggaran 2022 dari 
Pemerintah Provinsi Jambi dan dalam rangka tertib 
administrasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan 
secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan 
mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah terhadap unit organisasi, antar 
rincian objek belanja dan antar objek belanja pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

a. 

BUPATI TEBO, 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 153 TAHUN 
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAE RAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 44 210); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

1. Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Tebo; 

(2) 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5156); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

(3) 



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta 
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 
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Sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

3. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022. 

2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022. 

1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022. 

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 
Anggaran 2022 sebagai mana telah diubah dengan: 

Pasall 

PERATORAN BOPATI TENTANG PEROBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATORAN BOPATI TEBO NOMOR 153 TAHON 
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABOPATEN 
TEBO TAHON ANGGARAN 2022. 

Menetapkan 

MEMOTOSKAN : 

26. Peraturan Daerah Kapaten Tebo Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 
Nomor 15); 

25. Peraturan Daerah Kapaten Tebo Nomor 14 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 14); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
43/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman 
Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 482); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 926); 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
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AERAH KABUPATEN TEBO TAHON 2022 NOMOR 67 

K ETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO 

· idangkan di Muara Tebo 
d tanggal 21 ,Juui 2022 

Pj. BUPATI TEBO 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal 2·1 J,mi 2,.,22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan 
penempatannya dalam berita daerah. 

Pasal II 

0,00 Rp. 

33.500.000.000,00 
153.008.849.633,00 

Rp. 
Rp. 

186.508.849.633,00 Rp. 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula Rp, l.146.703.968.567,00 
b. Bertambah Rp. 11.200.000.000,00 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.156.903.968.567,00 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp. 1.143.203.968.567,00 
b. Bertambah Rp. 167.708.849.633,00 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. l.310.912.818.200,00 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp. 30.000.000.000100 
2) Bertambah Rp. 156.508.849.633,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp. 33.500.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar 
Rp.l.146.703.968.567,00 bertambah sebesar Rp. 11.200.000.000,00 sehingga 
menjadi Rp.l.157.903.968.567,00 dengan rincian sebagai berikut: 
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